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P UTUSAN

NOMORxxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu  pada

tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara cerai gugat antara : 

Pemggugat, tempat dan tanggal lahir Belinyu, 25 Desember 1988, Umur31 tahun, NIK

xxxxxxxx, agama  Islam,  Pendidikanterakhir  S1,  Pekerjaan

Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kota  Batam; Nomor HP :

xxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat,tempat  dan  tanggal  lahir  Riau,  19  Agustus  1990,  Umur 29 tahun,Agama

Islam, Pendidikanterakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta,

Warga Negara Indonesia,  Tempattinggal di Perumahan Eden

Park Blok L Nomor 18 RT.003 RW.012KelurahanTaman Baloi,

KecamatanBatam  Kota,  Kota   Batam,selanjutnya  disebut

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan; 

Telah memeriksa alat-alat bukti tertulisdan para saksi di muka sidang; 

DUDUKPERKARA

   Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 November 2019 telah 

mengajukangugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama 

Batam dengan register perkara  Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm tanggal 18 November  

2019  dengan dalil dan alasan-alasan  sebagai berikut :
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1. Bahwa  pada  tanggal  10  Oktober  2014  Penggugat  dengan  Tergugat  telah

melangsungkan pernikahan  yang dicatat  oleh  Kantor  Urusan Agama  Kecamatan

Belinyu,Kabupaten Bangka  sesuai  dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx,

tanggal10 Oktober 2014;

2. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  hidup  rukun  sebagaimana

layaknya  suami  isteri  dengan  baik,  telah  berhubungan  badan   namun  belum

dikaruniai anak dan keduanya bertempat tinggal bersamadi Kota Batam.

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun

dan harmonis namun sejak 02 Januari  2018kehidupan rumah tangga Penggugat

dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus

menerus yang sulit diatasi;

4. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Dinda;

b. Tergugat sering berselisih pendapat dalam membina rumah tangga

5. Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan  Tergugat  semakin

tajam dan memuncak terjadi pada tanggal  10 Maret 2018 akibat dari perselisihan

dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak itu Penggugatdan Tergugat pisah ranjang

namun masih serumah;

6. Bahwa  Penggugat  telah  berupaya  mengatasi  masalah  tersebut  dengan  cara

bermusyawarah  atau  berbicara  dengan  Tergugat  secara  baik-baik  tetapi  tidak

berhasil;

7. Bahwa  dengan  sebab-sebab  tersebut  di  atas,  maka  Penggugat  merasa  rumah

tangga  antara  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  bisa  dipertahankan  lagi,  karena

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit

diatasi  dan  tidak  ada  harapan  untuk  hidup  rukun  lagi,  maka  Penggugat

berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis

hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
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2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat

(Pemggugat);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  telah  datang

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka

sidang,  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai  wakil/kuasa

hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 21 November

2019 dan tanggal 28 November 2019  yang relaas panggilannya dibacakan di dalam

sidang, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa  Majelis  hakim  telah  menasehati  Penggugat  agar  berpikir  untuk  tidak

bercerai  dengan Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap  pada dalil-dalil  gugatannya untuk

bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini  tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang

menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  selanjutnya  dimulai

pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya

tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat  tidak hadir,  maka jawaban Tergugat  tidak dapat

didengar di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-

alat bukti berupa:

1. Bukti Surat:

1. Potokopi  Kartu Tanda Penduduk  NIK  xxxxxxxx tanggal  29 April  2013

atas  nama  Pengggugat  yang   dikeluarkan  oleh  Kepala  Dinas

Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Batam bukti  tersebut

bermeterai  cukup,  dengan  Nezegelen.  Kemudian  bukti  teresebut

dicocokkan dengan aslinya  ternyata  sama  oleh  Ketua Majelis   diberi

tanda   (P.1);
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2. Potokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  xxxxxxxx  tanggal  10  Oktober

2014yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu,

Kabupaten Bangka, Provinsi Bamgka Belitung,  yang telah diberi meterai

cukup dan dinezegelen Pos, dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim

dengan aslinya ternyata sesuai,  oleh Ketua Majelis, diberi tanda (P. 2);

     2..Bukti Saksi:

1. Saksi I,  tempat  tanggal  lahir  Belinyu,  07 Juni  1979,  umur  40 tahun,  agama

Islam,pendidikan SLTA   pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal  di Kota Batam, di

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

sebagai kakak  kandung Penggugat; 

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang

sah  yang  menikah  pada  tahun  2014 Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan    Belinyu, Kabupaten Bangka;

- Bahwa setelah  menikah Penggugat  dengan Tergugat  bertempat

tinggal bersama di  Kota Batam;

- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat  belum

dikaruniai    anak;

- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi

sejak pertengahan bulan 02Januari2018 sampai sekarang  rumah

tangga mereka tidak  harmonis lagi sering terjadi  perselisihan dan

petengkaran secara terus menerus;

- Bahwa  yang  menjadi  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran

antara  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  karena  Tergugat

berselingkuh  dengan  seorang  perempuan  lain  bernama  Dinda,

antara  Penggugat  dengan  Tergugat  sering  berbeda  pendapat

dalam membina rumah tangga; 

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada

tanggal  10  Maret  2018  yang  mengakibatkan  antara  Penggugat

dengan Tergugat pisah tempat tidur sampai sekarang ; 
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- Bahwa saksi   penah  melihat  dan mendengar secara langsung

Penggugat dan Tergugat bertengkar, 

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat

tidur sejak  tanggal 10 Maret 2018 karena Penggugat tidak tahan

dengan tingkah laku Tergugat sehingga pisah tempat tidur sampai

sekarang sudah berjalan 1 tahun 7 bulan; 

- Bahwa selama berpisah tempat tidur  tersebut antara Penggugat

dan  Tergugat  sudah  tidak  saling  memperdulikan  antara  satu

dengan yang lainnya tidak  berkomunikasi  dengan baik   sampai

sekarang;

- Bahwa  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  pernah

didamaikan oleh keluarga, saksi juga pernah menasihatinya akan

tetapi tidak berhasil;

2. Saksi  II,tempat  tanggal  lahir  Pelinyu,  20  Desember  1981,  umur  38  tahun,

agama Islam,  pendidikan SLTA, , pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal

Eden Park Blok L, Nomor 18 RT 003, RW 012, Kelurahan Baloi,  Kecamatan

Batam  Kota,   Kota  Batam,  di  bawah  sumpahnya  memberikan  keterangan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

sebagai adalah adik kandung  Penggugat; 

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang

sah  yang  menikah  pada  tahun  2014 Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka;

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat

tinggal bersama di Kota  Batam;

- Bahwa  selama  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat   belum

dikaruniai  anak; 

- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi

sejak  pertengahan   bulan  Januari  tahun  2018  kondisi  rumah
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tangganya  sudah  tidak  harmonis  lagi  karena  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

- Bahwa yang menjadi  penyebab  perselisihan pertengkaran antara

Penggugat dengan  Tergugat adalah karenaTergugat  berselingkuh

dengan  perempuan  lain  bernama  Dinda,  antara  Penggugat

dengan Tergugat sering berbeda pendapat dala membina rumah

tangga;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada

tanggal  10  Maret  2018  yang  menyebabkan  antara  Penggugat

dengan Tergugat berpisah tempat tidur;

- Bahwa  saksi  jarang  melihat  dan  mendengar  secara  langsung

Penggugat dan Tergugat bertengkar; 

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat

tidur sejak bulan Maret  2018 sampai sekarang sudah berjalan 1

tahun 7 bulan;

- Bahwa  selama  berpisah  tempat  tinggal   tersebut   antara

Penggugat  dan Tergugat  sudah tidak saling memperdulikan lagi

antara  satu  dengan  yang  lainnya   sehingga  komunikasi  antara

Penggugat dan Tergugat terputus;

- Bahwa  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  pernah

didamaikan oleh keluarga saksi juga pernah menasihatinya akan

tetapi tidak berhasil;

Bahwa  Penggugat  telah  menyampaikan  kesimpulan  yang  menyatakan

tetap dengan gugatannya  untuk bercerai  dengan Tergugat  dan mohon putusan

sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam

berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah

diuraikan di atas;
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Menimbang,  bahwa sesuai  Pasal  145 R.Bg (Reglement Buitee gewestent).  jo

Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah

dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan

mana Penggugat  secara  in  person telah  hadir  di  persidangan,  sedangkan Tergugat

tidak hadir  dan tidak pula menyuruh orang lain  sebagai  wakil  atau kuasanya tanpa

alasan  yang  sah,  sedangkan  gugatan  Penggugat  tidak  melawan  hukum.  Oleh

karenanya  Tergugat  harus  dinyatakan  tidak  hadir  dan  gugatan  Penggugat  dapat

diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka

Majelis  Hakim  tidak  dapat  melakukan  upaya  perdamaian  melalui  proses  mediasi

sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82

ayat  (1)  dan  (4)  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989,  sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg  (Reglement Buitee gewestent)  dan

Pasal  131 Kompilasi  Hukum Islam juga tidak  dapat  dilaksanakan,  namun demikian

Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar

dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak

berhasil;

Menimbang,  bahwa alasan pokok Penggugat  mengajukan gugatan ini  adalah

karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Dinda, antara

Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dalam membina rumah tangga,dan

puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret 2018 yang menyebabkan antara

Penggugat  dengan  Tergugat  pisah  tempat  tidur  selama  1  tahun  7  bulan  sampai

sekarang; 

Menimbang, bahwa ternyata  Tergugat tidak  memberikan jawaban atas gugatan

Penggugat, dan tidak mengutus orang lain  sebagai  wakil  atau  kuasanya,  meskipun

sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran  Tergugat tersebut

tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan
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bahwa  Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan

gugatan Penggugat;

Menimbang,  bahwa  meskipun  pada  pokoknya  Tergugat  telah  mengakui  dan

membenarkan  dalil-dalil  dan  alasan  gugatan  Penggugat  dan  seyogyanya  dengan

pengakuan a quo dalil-dalil  dan alasan gugatan Penggugat dipandang telah terbukti

kebenarannya karena suatu  pengakuan adalah merupakan bukti  bersifat  sempurna,

mengikat  dan  menentukan,  vide  Pasal  311  R.Bg  (Reglement  Buitee  gewestent).,

namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan

hukum perorangan (personal recht) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai

bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 potokopi Kartu Tanda Penduduk atas

nama Penggugat yang merupakan bukti autentik dikeluarkan oleh pejabat berwenang,

serta keterangan dua orang saksi, dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat

berdomisili  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Agama  Batam,  karenannya  gugatan

Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, oleh karenanya Pengadilan Agama

Batam  berwenang  untuk  memeriksa  dan  mengadili  perkara  a  quosesuai  ketentuan

Pasal 73Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.2  merupakan  potokopi  Kutipan  Akta

Nikah Penggugat dengan Tergugat yang  ternyata adalah akta autentik dikeluarkan oleh

pejabat  berwenang,  oleh  karenanya dinyatakan  terbukti  bahwa Penggugat  dengan

Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 10 Oktober 2014 dengan

demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak

dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-

orang yang dekat dengan Penggugat yang bernama Saksi I dan Saksi II, serta kedua

saksi  tersebut  telah  memberikan  keterangan  dibawah  sumpahnya  di  persidangan

berdasarkan  pengetahuan  yang  bersumber  dari  penglihatan  dan  atau  pendengaran

sendiri,  keterangan satu  dengan lainnya telah saling  mendukung serta  telah  sesuai

dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi

tersebut  dipandang  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  syarat  materiil  bukti  saksi,
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sehingga keterangan saksi-saksi  a quo telah dapat diterima sebagai bukti  dan telah

memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg (Reglement Buitee gewesten ); 

Menimbang,  bahwa dari  gugatan Penggugat,  yang didukung bukti  surat-surat

dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah

dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada

tanggal 10 Oktober 2014 belum    dikaruniai anak;

- Bahwa  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  secara  terus  menerus  yang  disebabkan  Tergugat  berselingkuh

dengan perempuan lain bernama Dinda, dan antara Penggugat dengan Tergugat

sering terjadi  perbedaan pendapat  sehingga mengakibatkan terjadi  pertengkaran

yang sangat tajam dalam rumah tangga;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tidur sejak bulan Maret

2018 dan antara Penggugat dengan  Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik

lagi dalam rumah tangga; 

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali

sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  Majelis  Hakim

berpendapat  bahwa  dalil-dalil  dan  alasan  gugatan  Penggugat  telah  terbukti

kebenarannya,  dengan  demikian  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  telah

dipandang sampai pada kondisi pecah (broken marriage) serta sudah sangat sulit untuk

disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga

sebagaimana disebutkan  dalam Pasal  39  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  1  Tahun

1974;

Menimbang,  bahwa  pecahnya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  dapat

dilihat dari  fakta, dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat  tidur sejak

bulan Maret 2018  serta upaya damai yang telah dilakukan oleh pihak keluarga maupun

majelis hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil, hal ini merupakan

indikasi  bahwa  rumah  tangga  Penggugat  daan  Tergugat  sudah  sangat  sulit  untuk

dirukunkan kembali;
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Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah

sampai  pada kondisi  pecah,  maka dengan tidak mempertimbangkan lagi  dari  pihak

mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran  a quo, pada kondisi mana

diyakini  sudah sangat sulit  untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu  untuk

membentuk  keluarga  atau  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan

atau keluarga yang  sakinah,  penuh  mawaddah dan  rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi

Hukum Menimbang,  bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat  dengan Tergugat

telah  sampai  pada  kondisi  pecah,  maka  dengan  tidak  mempertimbangkan  lagi  dari

pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran  a quo, pada kondisi

mana diyakini  sudah sangat  sulit  untuk  dapat  mewujudkan tujuan perkawinan yaitu

untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan

atau keluarga yang  sakinah,  penuh  mawaddah dan  rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi

Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam  Al-Quran surat Ar-Rum

ayat 21 yang berbunyi :

ورحمة              مودة بينكم وجعل إليها لتسكنوا أزواجا أنفسكم من لكم خلق أن آياته  ومن

Menimbang,  bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut  di  atas,

Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah

memenuhi  alasan  yang  cukup  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  19  huruf  (f)

Peraturan Pemerintah  Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun  1989,  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang,  bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut  di  atas,

dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf(c)  Kompilasi Hukum Islam,

gugatan  Penggugat  dapat  dikabulkan  dengan  menjatuhkan  talak  satu  Ba'in

ShughraTergugat terhadap Penggugat;

Menimbang,  bahwa  selama  proses  persidangan  berlangsung  terlihat  secara

nyata bahwa Penggugat sudah tidak lagi mencintai Tergugat, malah yang terjadi sifat
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kebencian  terhadap  Tergugat  lantaran  sikap  dan atau perbuatan  Tergugat  terhadap

Penggugat, untuk itu Majelis Hakim sependapat dan  mengambil alih menjadi pendapat

Majelis dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin halaman 223 yang berbunyi:

طلقة         . القاضي عليـه طلق لزوجـها رغبـةالزوجـة عـدم اشـتد إذا

Artinya:  “Dan apabila  kebencian  si  istri  telah  demikian  memuncaknya  terhadap

suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  yang  telah  dipertimbangkan  di  atas,  maka

Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai

dengan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal

116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam,  oleh  karena  itu  gugatan  Penggugat  patut

dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka

berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006  dan  perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  maka

biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam

yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk

menghadap dipersidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra  Tergugat  (Tergugat)  terhadap Penggugat

(Pemggugat );

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah

Rp476. .000,00  (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikiandiputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  Hakimyang

dilangsungkan pada hariRabu tanggal 04 Desember  2019 Masehi   bersamaan dengan

tanggal 07  Rabiul Akhir  1441 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Hasnidar,M.H.sebagai Ketua
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Majelis, Drs. M. Taufik, M.H.dan  Drs. Ahd. Syarwani.. masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

juga oleh  Ketua Majelis tersebut didampingi  oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Fadlul Akyar,SH.,sebagai  Panitera Pengganti  serta dihadiri   oleh  Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat; 

Hakim Anggota                                                              Ketua Majelis

Drs. M. Taufik, M.H. Dra. Hasnidar, M.H.

Hakim Anggota

Drs. Ahd. Syarwani. 

Panitera Pengganti

Fadlul Akyar. S.H.

Perincian biaya perkara :

1.  Biaya pendaftaran Rp30.000.00

2.  Biaya ProsesRp 50.000.00

3.  Biaya Panggilan Rp360.000.00

4.  Biaya PNBP P dan T   Rp  20.000.00

4.  Biaya RedaksiRp10.000.00

5.  Biaya Meterai Rp 6.000.00

  Jumlah       Rp476.000.00
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